
jdih.pontianakkota.go.id 

 

 

 

 

 
WALI KOTA PONTIANAK 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK 

NOMOR 51 TAHUN 2022 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 84 TAHUN 2020   

TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KOTA PONTIANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA PONTIANAK, 

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali    
Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak perlu 
disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan 

jaminan kesehatan daerah Kota Pontianak;  

  b. 
 

 
 
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota 

Pontianak; 
 

Mengingat 
 

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan  Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II 
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang–Undang  Darurat Nomor 
3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 2756);  

 

SALINAN 
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3. 
 

 
 

 
4. 

 
 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

6. 

 
 

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  8. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 6757); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

  14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 130); 

 
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 

tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan 

Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 15); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 
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  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 
Nomor 3 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah 

Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Pontianak Nomor 161); 

  19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS      
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2020 
TENTANG PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN 

DAERAH KOTA PONTIANAK. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan, dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota 

Pontianak Tahun 2020 Nomor 84) diubah sebagai berikut: 
 
 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) 
dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6)  sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 8 
 

(1) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan 

dengan cara: 
a. penghapusan; atau 

b. penambahan. 
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(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
apabila Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pontianak: 

a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta; 
b. meninggal dunia;  

c. terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; atau 
d. pindah tempat tinggal ke luar wilayah Kota Pontianak. 

(3) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 
sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 

(4) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan 

oleh Dinas Pembina dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Perubahan 
Data Peserta. 

(4a)Berita Acara Rekonsiliasi Perubahan Data Peserta yang diusulkan 
sepenuhnya merupakan tanggung jawab Dinas Pembina. 

(5) Perubahan data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dalam tahun anggaran berjalan. 

(6) Pada akhir tahun anggaran, Perubahan Data Peserta akan ditetapkan oleh 

Wali Kota Pontianak yang merupakan akumulasi dari Berita Acara 
Rekonsiliasi data yang telah diusulkan oleh Dinas Pembina. 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak. 
 
 

Ditetapkan di Pontianak 

pada tanggal 1 Juli 2022 
 

WALI KOTA PONTIANAK, 
 

ttd 
 

EDI RUSDI KAMTONO 
Diundangkan di Pontianak 

pada tanggal 1 Juli 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 

                        ttd 
 

                  MULYADI 
 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 51 
 

 
 

 
 

 
 


